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ABSTHAK

PELAKSANAAN PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAFRAN
REPUBLIK INDONESIA DARI PROVINSI SUMATERA BARAT OLEH KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROYINSI SUMATERA BARAT
{Boby Apriwan, 03140020, Skripsi 5-1, Fakultas Hukum Universitas Andalas
21 halaman)

L¥i dalam Pemilihan Umuom 2004 ada bagian baru di dalam peserta Pemilihan Ui dan
persenrangan yang skan duduk sebage wakil mkyet di Dewan Perwskilan Dacrah,
Lewan Perwakilan Daerah dibentuk untuk  meningkatkan peranserta daeerah dalam
pergelolaan negara khususnya pembentukan Undang-Undang dan pengawasan terhadap
Jalannya pemerintahan, rermasuk gagasan membentuk sistermn 2 {dua) kamar, Adapun
Permnumusan  Masalah  delam  skripsi ini adalah sehagai  berikut;  Bagaimanakah
pelaksanaan tegas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumaters Baral
dalam pemilihan anpgota Dewan Perwakilan Daersh dard Provins Sumatera Darsg?
Apakah kendala-kendals yang dihadapi oich Komisi Pemiliian Umum Provinsi Sumatera
Barat dalam pemilihan angpota Dewan Perwakilan Daerak dan Provins Sumatera Barat?
Apakah upaya-upayva vang dilakukan cleh Komisi Pemiliban Umum Provinsi Sumaters
Harat untuk mengatasi kendala-kendala vang dihadapi dulam pemililian angeota Dewan
Perwakilan [aerah dari Provinsi Sematera Barst? Untuk mendapatkan data, penulis
mengeunakon metode Penelitiin Hokem Sesiolopi veitu Penelitian vang dilakukan
langsung ke lapangan dengen cara wawancars ke Kantor Komisi Pemilihan U'mum
Provinsi Sumatera Barat, di samping it juga dilakukan penclitian terhadap bahan
kepustakaan hukum wnnik memperolch data sekunder, kemudian data tersebut dianalisis
secara kualitatif yvang mana data vang muncul berwujud umian kata-kata dan bukan
berupa rangkaian angka-angka siatistik, Berdasarkan penelitian vang telah dilakukan,
maka penubis berkesimpulan bahwa peluksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan
Umum Provinst Sumatera Bacat dulam pemilihan angeota Dewan Perwakilan Daerah dard
Provinsi Sumatera Burat adalsh pendaftaran dan penclitian peserta Pemilu dan calon
anggata Dewan Perwakilan Daerah, pengadaan formulic svarat calon perseorangan
peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Dacrah discdiakan sesusi perkiraen jumiah
perseorunpan peserta Pemile anggota Dewan Perwakilan Daerah oleh Komis) Pemiliban
Umum Provinsi dengan menggunakan anpraran Komisi Pemiliban Umuem Provinsi,
p=netapin perscorangan calon angeota Dewan Perwakilan Dasrah. Kendala-kendala wang
dihadapi aleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dalam pemilihan
anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumaters Barat adalsh dalam hal teknis Yt
mengenal pemeriksaan verifikasi dokumen persyaratan calon anggota Dewan Perwakilan
Daerah dari Sumatera Baret (kendala dalam sistem crose check dan emry data karena
keterbatasan temaga operator komputer) serta kendala mengenai validasi Dewan
Perwakilan Daerah yaitn mengenai pas fote calon anggofd Dewan Perwakilan Daeral
vang tidak sesuai serta dalam hal kecurangan atag ketidakjujuran dalam hal pencarian
dukungan oleh calon anpgors Dewan Perwakilan Daerah, Upaya-upaya vang dilakukan
oleh Komisi Pemilihan Umum Surmsters Barat untuk mengatasi Kendala yang dihadapi
dalam pemilihan anggota Dewsn Perwakilan Daerah Provios Sumatera Harat adalah
dengan melzkukan pembatalan penerimaan calon angeota Dewan Perwakilan Daersh atas
kecurzngan yang dilakukan atsu dengan cara mengharuskan kepada calon angzota Dewan
Perwakilan Daeral untuk membuat surat pemyataan tertulis dan dukungan vang dia
terima melalui KTP, Menpenai kendala teknis pemilihan anpegota Dewan Perwakilan
Dacrab dilakukan dengan cara manval vatuk mengatesi keterbatusan tenaga operator
komputer, sedangkan dalam hal validasi diatas dengan melakukan pengetikan seluruh
nama-nama calon angpota Dewan Perwakilan Daersh dan memfaxkannya ke Komisi
Pemiliban Umum Pusal, serta melakukan pemberitahuan kepada calon-calon yang hisa
dikenali agar melakukan perubuhan fotonya.



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Pada masa-masa awal reformasi ada keinginan untuk melakukan
perubahan terhadap Undanp-Undang Dasar 1945, Salgh sam perubahan vang
dilakukan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 jalah dibentuknya badan baru
yang bemama Dewan Perwakilan Dacrah (DPD). Dalam ketentuan Jama
(schelum  diubah), tentang Majelis Permusyawaratan Rakvat terdiri alas
angeota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). ditambah dengan utusan-
utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut amran yang
ditetapkan dengan undang-undang. Dalam undang-undang yang kemudian
ditetapkan vang dimaksud dengan utusan-utusan dard daerab-dacrah ialah
wakil dari provinsi-provinsi vang jumlahnva antara 4 (empat) sampai dengan
% {delapan) orang, lergantung dar jumlah penduduk warga negara dimasing-
masing provinsi. [Tal ini dituangkan dalam Undang-Undang tentang Susunan
dan hedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyar, Dewan Perwakilan Rakwvat,
Dewan Perwakilan Dacrah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Ketentuan vang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 [Pasal 2
avat (1] tersebut diubah menjadi:
(1) Mufelis Permusyenvaratan Rakyar tevdivi atas angEela-anEsota
Dewan  Perwakilan  Rakyar  dan anggota-anggota  Dewan

Perwakilan Daerah yvang dipilih melalui pemilihan wmum dan
diatur lebih lanfut dengan undang-undang,



Lembaga baru ini secara khusus diatur dalam Bab V1A tentang
Dewan Perwakilan Daerah dan terdin atas dua pasal (Pasal 220 dan Pasal
2200, dalam Pasal 22C antara lain dikatakan:

(1) Anggota Dewan Perwakilan Daeral rerpilih dart setiap provins

melalni pemilihan umtim

(2} Angpota Dewan  Perwakilan Daerah dari Setiap  provinsi

fumlalmva sama dan jumiah selurch angeota Dewan Perwakilan
Daerak it tidak lebifi duri sepertipa jumiah angeota Dewan
Perwakilan Rakyar

3) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diginy dengan

undang-undang '

Dengan perubahan tersebut bukan saja tidak lagi ada wiusan daerah dan
utusan golengen dalam keanggotaan Majelis Permusvawaratan Rakval serta
tidak ada lagi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang diangkat, 1etapi
juga dibentuknya scbuah badan baru yang bemama Dewan Perwakilan
Dacrah. Dewan Perwakilan Daerah adalah wujud representasi daerah oleh
karenanya, maka secara normatif, Undang-Undang Dasar menghendaki hahwa
mereka vang duduk di Jembaga ini adalah orang-orang vang bukan saja benar-
benar mengerti akan kepentingan atau kebutuban daerah vang diwakilinya,
tetapi jupa pada saat yang sama mengerti bagaimana seharusnya menempatkan
kepentingan daerah itu dalam konteks kehidupan berbangsa secara khas. Dan
segh ini, Dewsn Perwakilan Daerah adalah modifikasi dari Fraksi Utusan
Daerah,

Pemilu angeota Dewan Perwakilan Daerah merupakan suatu fenomena

baru dalam politik Indonesia. Seperti pemilu-pemilu yang Jain, pemilu Dewan

"Tanedri M. Gaffar, dkk, Dewan Perwakilor Daerat clalimm Sistem Kelataneparaan
Repuitte fndomexiio, (Jukarn: Universites Indenesia, 2003), cet. 11, 17-18
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Perwakilan Daerab melibatkan dua pihak (komunitas) utama. vaifu para calon
anggota Dewan Perwakilan Daeral (kandidat vang herkompetisi) dan para
pemilih (rakvat yang terlibat dalam permungutan suara uetuk kandidat), Tetapi
tidak seperti pemilu-pemilu vang lain, pemily Dewan Perwakilan Daerah ini
tilak melibatkan partai politik, baik sebagai instinusi,

Untuk mencalonkan diri menjadi anpgota Dewan Perwakilan Dacrah
tidak perlu berurusan dengan pejabat partai. Namun, tetap saja membutubkan
modal besar. Sebab untuk ikut pemilu, calon harus didukung ribuan orang
yang tersebar di 25% kabupatenkota. Tika seseorang ingin menjadi anggota
DPR atan DPRDY, mau tidak mau harus berurusan dengan para pejabat pariai
sesuai tingkatan. Sebab, partailah vang akan metyerer nama untuk didaftarkan
schagai calon  anggota legislatif, Tak beran bila nama-nama calon Anggota
DPR didominasi aleh aktivis dan pejabat partai, Di antara mereka hars ada
saling sikut untuk memperebutkan posisi calon jadi. Bisa dibavanpkan,
bagaimana perjuangan orang-orang vang baukan pengurus partai untuk hisa
masuk daftar calon legislatif. Tak hanva butuhn fisik dan mental baja. tapi
Juga setumpuk uang,

Hal it tidak akan terjadi, bila seseorang yang ingin meraih kursi
legislatif lewat jalur DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Sebab, jalur ini
memang diperuntukkan buat perseorangan, tanpa melibatkan partai ataupun

DrEanisasi,”

*T.A Legowo dkk, Lembaga Perwakilen Rokyar i Indonesia. Stcdi dan Asalivis
Sebulenm dan Setelah Persbahan LUD T945 (Kritk, Masolak, dan Sofusil, (Jakara; FORMAPPL
dan AusAlD, 20033, b, 135136
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Tugas dan wewenang Komist Pemilihan Umum Provinsi tercantum
dalam Pasal 28 ULI No. 12 Tabun 2003, vait:

i Merencanakan pelaksanaan Pemilu di Provins

b. Melaksanakan Pemilu di Provins

¢, Menetapkan hasil Pemilu di Provinsi

d. Mengkoordinasi kegiatan Komisi Pemiliban Umum kabupaten!

i, ﬁ-:!;ksarmkzm tugas lain vang diberikan oleh Komisi Pemilihan

Urnium.

Pemiliban anggota Dewan Perwakilan Dacrah  dilakukan melalui
pemilihan umum, Dalam pelaksanasn pemilihan angeala Dewan Perwakilan
Dacrah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Dalam  hal permilihan
anggota Dewan Perwakilan Dacrab dari Provinsi Sumnatera Barat Jilaksanakan
oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, Dalam hal inj penulis
ingin - membahas  mengenai  pelaksanaan tugas dan  wewenang Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan kendala-kendala vang dihadapi
serta upava yang difakukan untuk menpatasi kendala-kendala tersehut dalam
pemiliban anggota Dewan Perwakilan Daerab dari Provinsi Sumatera arat,

Hal inilah vang akan penulis bahas lehih lanjut dalam skripsi yvang
bequdul  “PELAKSANAAN  PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN DAERAH REFUBLIK INDONESIA DARI PROVINSI
SUMATERA BARAT OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

SUMATERA BARAT™.



BAB LI
PELAKSANAAN PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
DAERAH REPUBLIK INDONESIA DARI PROVINSI SUMATERA
BARAT OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINS]

SUMATERA BARAT

A. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang KPU Provinsi Sumatera Barat dalam

Pemilihan Anggota Dewan Pewakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat,

Dalam hal Pelaksanaan Tugas dan Wewenang KPU Provinsi Sumatera

Barat berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umumn Nomor S12FLAVIL2003

untuk Provinsi Sumatern Barat vaitu antara lain:

L. Menerima pendafiaran dari calon yang bersangkutan bahwa dalam hal ini
KPL Provinsi Sumatera Barat menerima berkas pendafiaran pencalonan
dari anggota Dewan Pewakilan Daerah sesuai dengan peraturan vang
ditefapkan.

2. Mencatat dalam repgister

d. nama

b hari. tanggal dan waktu penerimaan

t. alamat dan nomor telepon

3. Menyampaikan formulir pendaftaran kepada peserta calon pemilu
perseordngan angeota Dewan Pewakilan Dacrah
4. Menerima dan memberikan berkas kelengkapan svarat calon pescrta

pemilu persecrangan angpota Dewan Pewakilan Daerah

29



BAB IV

PENUTLP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis menarik suatu kestmpulan

sebapa berikuot:

Peluksanaan wpas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Sumatera Darat dalam pemilihan angpota Dewan Perwakilan Daerah
Provinsi Sumatera Barat adalah pendaftaran dan penelitian peserta Pemilu
dan calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, pengadaan formulir syarat
calon perseorangan peserta Pemilu Angeota DPD discdiakan sesuai
perkiraan jumlah perscorangan peserta Pemilu calon Angpota DPD oleh
KPU Provinsi dengan menggunakan anggaran KPU Provinsi, penetaparn
pescerangan calon anggota DPD,

kendala-kendala yang dihadapi oleh KPU Provinsi Sumatera Barat dalam
pemiliban anggeta Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Rarat
adalah dalam hal teknis vaitu mengenai pemeriksaan verifikasi dekumen
persyaratan calon anggota DPTY asal Sumatera Barat (kendala dalam
sislem cross check dan enmtrv data karena keterbatasan tenaga aperator
komputer) serta kendala mengenai validasi DPD yaitu mengenai pas foto
calon anggota DPD vang tidak sesuai serta dalam hal kecurangan-

kecurangan atau kut[da!-:jujun&n dalam hal pencarian dukungan oleh calon

| A
anggota DPT, ¥ Ak

.IE:"i':'rl- TR
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